
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURANDAERAHKABUPATENBARITOSELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2OL5

TENTANG

PEDOMANTATACARAPEMBENTUKANDANPENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan

potensi dan pengelJlaan kekayaan desa guna meningkatkan

kesejahteraan m"asyarakat desa, dan untuk.- meningkatkan

f.rrd.prtan Asli DLsa, serta untuk memberikan pelayanan

terhadapkebutuhanmasyarakatdesamakadesadapat
mendirikanBadanUsahaMilikDesasesuaidengan
kebutuhan dan Potensi desa;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O7O

tentang Badan usaha Milik D&a, dan dalam rangka untuk
memberikan pedoman tata cata dalam pembentukan dan

pengelolaanBadanUsahaMilikDesamakaperludisusun
Peraturan Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor

gTahun2oortentangPedomanPembentukandan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai

a""["" perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;

d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalam huruf a, b dan i di at.s, perlu diatur dengan Peraturan

DaerahtentangPedomanTataCaraPembentukandan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa'

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahunlg5gNomorT2,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorlS20);

2.Undang-UndangNomorlTTahun2oo3tentangKeuangan
Negara (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Nomor 47, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia

Nomor a286\;



3.Undang-UndangNomor15Tahun2oo4tentangPemeriksaan,
Pengelola.., atfr Tanggung J3wab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik tnd6iesia Tahun 2OO4 Nomor 66' Tambahan

Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor aaoOl;

4.Undang-UndangNomor33Tahun2ao4tentangPerimbangan
Keuangan anri?a pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembara, N.g.,t Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126'

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomot 44381;

5.Undang-UndangNomor12Tahun2olttentangPemb-ent,5T
PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2A11Nomoi82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind'onesia Nomor 523fl;

6.Undang-UndangNomor6Tahun2ol4tentangDela(Lembaran
Negara n"p.rlui Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7.|Jnd'ang-UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintill"
Daerah(LembaranNegaraRepubiiklndonesiaTahun2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaian Negara Republik _Indonesia
Nomor5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir
dengan undang-ilndang -Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahant<edu"aAtasUndang-UndangNomor23Tahun2ol4
tentang pemerintahan DaerJh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679\;

S.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentang
PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

g.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / [.t" (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a737\;

lo.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2al4tentang
PeraturanPelaksanaanUnd"ang-Und.angNomor6Tahun2ol4
tentang nesa (Lembaran Negi,ra Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor \zs, Tambahin Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Badan Usaha Milik Desa

Indoneiia Tahun 2010 Nomor 32 );

l2.Perafiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

pembentukan Produk Hukuri Oaerah ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32 );

Nomor 39 Tahun 2AlO
( Berita Negara RePublik



l.3.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomor6Tahun
2oostentangUrusant,*"'i"t"t'DaerahYangMenjadi
Kewenanguo-oK''bupaten PT* Selatan ( Lembaran Daerah

Kabupate" e*iio Slttt"tt Tahun 2OOB Nomor 6 );

l4.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomorlTahun
2013 tentanforganisai Dan Tata Kerja satuan Kerja Perangl<at

Daerah K"il#6; Barito Selatal ( Lembaran Daerah

faUupaten n-#to Selatan Tahun 2oLg Nomor 1 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAI{ILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

MenetaPkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan D rah ini, Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah bupaten Barito Selatan'

2. Pemerintahan erah adalah penyelenggaraan urusan pemerintafral 
^o]e^f

dan Dewu.h P.t*"tiitu"t' Raicyat Daerah menurut asas
Pemerintah

g.* p"*bantuan dengan .prinsip "*:"Tii:1""i:tlTlJiotonomi dan i''s 
',L*rvQ'Lse' an Republik Indonesiadan prinsip Negara Kesatur 

^ rr--^-.^ o^^..1-.ri.r-dalam sistem
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

sebagaimana
Indonesia Tah t945.

3. Pemerintah paten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

merintahan Daerah.

DPRD adalah
sebagai unsur

\TURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN

BENTUKAN DAN PENGELOI,fu{N BADAN

an Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
if"" ,"f"yat daerah Kabupaten Barito selatan

TATA CARA
USAHA MILIK

penyelenggara

4. Dewan
lembaga Perwa
penyelenggara rintahan Daerah.

5. Kecamatan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada

di KabuPaten ito Selatan.

Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan

paten Barito Selatan.
6.

di Daerah Kab



7. Desa adalah.arr]n desa_dan desa adat atau yang disebut,dengan narna

tain, selanj#ff'Ai:;;r il;.,-"a"r"r, kesatuan masvarakat hukum vans

memiliki batas wi]tayah yang 6"*"ru.rg untuk mengatur dan mengunls

urusan pr*liitlilil'"*, "kepEntingan -"-*V^t*tt"t sfiempat berdasarkan

prakarsa *"U;?{#,'r,{[*r;;, aan/ltau tt*t t'uaislonal vans diakui

dan dihormati dflam sisteil p**"*ttttft"' 
- 
N"gu"t* Kesat,an Republik

8.

Indonesia.
,r^----a-^dn, 'tahan dan

Pemerintahan o!"a adalah penvelengqTl^Xt1i:*T*"" 
NeearaffiilTlljffi"*?!;;ffi**,5*ii".-;-;T; sistem pemerintahan Negara

Kesatuan RePublik Indonesia'

9. Pemerintah Desa adalah
dibantu Perangkat Desa

kepala Desa atau yang disebrrt dengan nama lain

sebagai unsur p"'y"t"ttggara Pemerintahan Desa'

yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah

terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan

KepaIa
Desa.

Desa adalah Pejabat10.

11.

t2.

13.

L4.

15.

Perangkat Desa lainnYa
unsur kewilaYahan'

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adaiah lembaga

yang *..rpr"t r-rr 
-;;r-"j,ra"" d.*okrr*i dalam penyelenggaraa1f

Pemerintahan Desa sebagai,,,*,, penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yalg selanjutnya disebut APBDesa

adalah rencana keuangan t"rrri"" p"#"t-i1l"t'-desa yang dibahas dan

disetujui b.r".rr," oi.rr"p.*erintar, oesa dan BPD, Yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

PeraturanDesaadalahperaturanperundang-und.anganyangdibuatoleh
BPD bersama KePala Desa'

Badan usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa' adalah badan

usaha yang ."il;h atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa

melalui p"ry"rtu..n secara langs,Ing yanq berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan gr;; mengelol" "Jtt'-:i"" n11ava'an' dan usaha lainnya untuk

sebe sar-be sarnya ke sej ahte r aarL masyarakat Desa'

16. Usaha Desa adalah jenis usaha .I*g,b:Tpa
usaha jasa, penyaluran sembilan barlan

p"rt*i"", inau$tri dan kerajinan rakyat '

pelayanan ekonomi sePerti,
pot ot , Perdagangan hasil

17. Pihak l,ain atarfi Pihak Ketiga ?d"14 Lembaga' B-*d'l llh* d'anl atau

perorang"" ili[";^il"*".i"tlh p""" dalam satu wilayah Kabupaten'

BAB II

PEMBENTuI(AIIDANPEIIIBUBARANBI,IUDeSa
Pasal 2

(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat

Pemerintah Desa dapat mendirikan atau membentuk BUM

dengan kebufi'rhan dan potensi Desa'

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
'-' ;"t g bersifat spe"ititt dan bercirikan desa'

dan Desa,
Desa sesuai

badan usaha



(1)

{21

Pasal 3

pendirian atau Pembentukan BuM Desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 melalui musyawarah d.;;;; aitetaptan melalui Peraturan Desa

;;;"; uerp"dornan pad* Peraturan Daerah ini'

PembubaranBUMDesaditetapkan-dengalPeraturanDesadengan
berpedoman p aaa tetentuan p.t"irtu" pe ru-ndan g-undan g arl y arLg berlaku

a#e"ggaran Dasar lAnggaran Rumah Tangga'

Pasal 4

(1) Syarat Pembentukan BUM Desa :

a. atas inisiatif pemerintah desa danl atau masyarakat berdasarkan

musyawarah warga desa;

b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

c.sesrraid.engankebutuhanmasyarakat,terutamadalampemenuhan
kebutuhan Pokok;

d.tersedianyasumberdayad'esayangbelumdimanfaatkanSecaraoptimal,
terutama kekaYaan d'esa;

e.tersedianyasumberd.ayamanusiayangmampumengelolabadanusaha
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;

f.adanyaunit-unitusahamasyarakatyangmerupakankegiatanekonomi
wargamasyarakatyangdikelolaSecaraparsialdankurang
terakomodasi; dan

g. untuk meningkatkan PendaPatan masyarakat dan pendapatan asli desa'

(2)MekanismepembgntykanBUMDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dilakukan melalui tahaP:

a. rembug desa/musYawarah untuk menghasilkan kesepakatan pendirian

BAB III
JENIS USAHA BUM Desa

Pasal 5

BUM Desa;

b.hasilkesepakatandituangkandalamAnggaranDasar/AnggaranRumah
Tangga y;;;;;""" tr"rt"Peiaksana operasional BUM Desa;

c. pengusrr"n-,"ttt'i tt"""p"il;;; sebagai d'raft peraturan desa; dan

d. penerbitan Peraturan Desa'

(3) BUM Desa dapat didirikan melalui kerjasama antar 2(dua) Desa atau lebih'

(4) pembentukan BUM Desa sebagaimana d'imaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan melalui pendiria.r, p.ilg"bungan atau peleburan BUM Desa'

(5)Pendirian,PenggabungllatauPeleburansebagaimanadimksudpadaayat
ayat (4) ".rii- 

p"rrgElol*r, BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peratuian perundang-undangan'

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan
dibidang ekonomi dan/atau

perundang-undangan'

(2}JenisUsahaBUMDesasebagaimanadimaksuddalamayat
a. jasa;

(1), meliPuti:



b. penyaluran sembilan bahan pokok;

c. perdagangan hasil Pertanian;
d. industri kecil dan rumah tangga;

e. perdagangan umum; dan/atau

f.jenis-jenisusahalainsesuaid.engankebutuhandanpotensidesa.

Pasal 6

(l)UsahajasasebagaimanadimaksuddalamPasalsayat12]|hurufal
antara lain:
a. jasa keuangan mikro;
b. jasa transPortasi;
c. jasa komunika.s-i;
d. jasa kons
e. jasa e

dimaksud dalam

- ,if'

usaha perdagangan umum sebagaimam.a dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf e, antara lain :

". 
p.t :""fan barang-b11ang telekomunikasi;

U. pen3uatan Produk elektronik;

". 
p""i*ur*t Alrt T\rlis Kantor; dan

d. penjualan alat rumah tangga'

usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagaimana

dimaksud dafam pasal S-ayat (2) huruf f' antara lain :

a.usahayangberkaitandengankebutuhanmasyarakatterutamadalam
pemenuhan k"b"tuhan Pokok;

b.usahayangmenyediakan*,,*b",dayadesayangbelumdimanfaatkan
secara 

"optimaf terutama kekayaan desa;

(s)

(6)

i ';



d.

usaha yang menyediakan sumber daya manusia yang mampu

mengelola u.aair-' ;;J" sebagai aset penggerak perekonomian

ffi:ffiI *-Tr*r**r, unit-unit usaha masvarakat yang merupakan

kegiatan ekonomi warga *r*y"r.t r",-r*ttg ditelola secara parsial dan

kot*t g terakomodasi'

BAB IV
MODAL DAN KEI{AYAAN

Pasal 7

t1)
(2)

(3)

yang diPisahkan dan

(21 huruf a

sebagaimana

BUM Desa
c disalurkan

(4)

(s)

Pasal 8

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ' dapat berasal

daridanabergulirprogram.p.*.'i"t"r'danpemerintahdaerahyang
diserahku"n i.epJda desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa'

Pasal 9

(1) BUM Desa dapat meiakukan pinjaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan'

(2)Pinjamansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakrrkansetelah\-' 
*"i.dapatkan persetujuan Pemerintah Desa'

Pasal 1O

PemerintahDaerahdanPemerintahDesamendorongperkembangan
BUM Desa dengan :

a. memberit<arirriuah dan/atau akses permodalan;

b. melakukan pembinaan/pt";;pi;gan teknis dan akses ke pasar; dan

c. memprioritaskan BUM O""" J"li*lt"gttolaan sumber daya alam di desa'



BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 11

organisasipengelolaBUMDesaterpisahdariorganisasipemerinta]nandesa.

Pasal 12

(1) Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas:

a. Penasihat; dan
b. Pelaksana oPerasional'

(2) penasihat sebagaimana dimaksud. pad'a ayat (1) huruf a' dijabat secara
, 

ex-officio oleh KePala Desa'

(3) Pelaksana operasionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b' terdiri

atas:
a. direktur atau manajer; dan
b. kePala unit usaha'

(4)Pelaksanaoperasionalsebagaim-anadimaksudpadaayat(3)sesuaidengan
kebutuhatt dr'tt kemampuan BUM Desa'

(5) Struktur organisasi BUY,Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ayat

(2), ayat (si dan aylt (+) it"at'tt-rL dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidali t.tpi""itftan dari Peraturan Daerah ini '

Bagian Kedua
KePengurusan

Paragraf 1

Penasihat atau Komisaris

Pasal 13

Masa Jabatan Penasihat atau Komisaris adaiah sesuai dengan masa jabatan

Kepala Desa selama menjabat'

Pasal 14

(L) Tlrgas Penasihat adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat

kepada pelaksana operasi;"l a;ain rien3alankan kegiatan pengelolaan

usaha desa;

(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)mempunyaikewenanganmemintapenjelasanpelaksana
operasional *",'g""'i pengurusa* E''tt pengelolaan usaha desa'



Paragra;t 2

Pelaksana OPerasional
Pasal 15

(11 Direktur atau manajer diangkat 1:l Kepala Desa
-^' p.*"ti"tah Desa dengin persetujuan BPD'

{2) Pengangkatan direktur atau manajer sebagaimana
'-' dii"-tu.pfan dengan Keputusan Kepala Desa'

(2) Direktur atau manajer dilarang merangkap jabatan yang

'-' fr.rg"i pelalsana lembaga Pemerintahan Desa

kemasYarakatan desa'

selaku KePala

dimaksud Pada aYat (1)

meiaksanakan
dan lembaga

atas persetujuan

pada aYat (1)

dan daPat

Pasal 16

(1)

{2}

Masa Jabatan Pelaksana OPt

diangkat kembaii setelah masa

Direktur atau Manajer
pengelolaan usaha desa
pengadilan.

Pemerintah Desa atas
di dalam dan di luar

t 4 (emPat)
t berakhir.

{1)

(2)

(1)

(2\

secara tertulis Yang

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Antgaran Rumah Tangga BUM Desa

Pasal 2O

Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada:

a. Anggaran Dasar; dan
b. Anggaran Rumah Tangga'

Anggaran Dasar dan Ang gasar- Rumah Tangga BUM Desa wajib disusun

oleL-Pelaksalla Operasional BUM Desa'

(3)AnggaranDasarsebagaimanadimaksud.padaayat(1)hurufamemrrat
paling sedikit rincian ,r**", t"*p"l kedudukan, maksud dan tujuan'

kepemilikan *oJ*, kegiatan',r*.h*, jangka waktu berdirinya BUM Desa'

organisasi pengelola serata tatacara penggunaan dan pembagian

keuntungan.



(4)AnggaranRumahTanggasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb
memuat paling sedikit n"l*-a*r, kewajiban pengurus,. masa bakti

kepengurusan,tatacarapengansl€tandanpemberhentianpengurus,
penetapan i""iu usaha, dan sumber permodalan'

Bagian KeemPat
Hak dan Kewajlban

Pasal 21

HakPelaksanaOperasionalBUMDesaadalahsebagaiberikut:
a.mendapatkanperlindungan"""","hukumdariPemerintahDesa;
b. menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal

dari KekaYaan Milik Desa;

melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan

e.

f.
oD'

h.

menambah j
me dalam rangka

dan

unit-unit usaha

.,i

BUM Desa kePada

i::'nl

(1)

{2\

(1)

(21

"'-."", -r'"'l;#;itt',"
Hak dan kewajiban sebagaim*t. ai*.t sud dalam Pasal 2L dan Pasal 22

diatur dalam A"g;r"" D;""t dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa'

Segala resiko yang timbul sebagai akjbat -pengelolaan 
BUM Desa' diatur

lebih lanjut da;; A"gg"'*" Uisar dan Anggaran Rumah Tangga BUM

Desa.

Bagian Kelina
Kerjasama Desa

Pasal 24

BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau

lebih dan dengan Pihak Ketiga'

Kerjasamausahaantar2(dua)D-"g.atlu,lebihsebagaimanadimaksud
pada ayat (1) ;p"t a*f.if."" dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar

Kecamatandalaml(satu)f<"f.rp"t""melaluipersetujuanmasing-masing
pemerintahan desa.

L0



Pasal 25

(l)Kerjasamausahadesasebagaimana'dimaksuddalamPasal24ayatl
dibuat dalam naskah p"rit r"r, bersama Kepala ?".*" sedangkan

pelaksan**r, 
'-L4r*** a"";;; 

- p** Ketiga diatur dalam pedanjian

bersama.

(2}Naskahperaturanbersamaatauperjanjianbersamasebagaimana
dimaksua p"J" 

"V"t 
(1) dan ayat (z1paling sedikit memuat :

a. ruang lingkuP kerjasama;

b. bidang kerjasama;
c. tata carad.an ketentuan pelaksanaan kerjasalna;

d. jangka waktu;
e.

f.
ob'

h.

hak dan kewajiban;

(3) Naskah
dengan
lambat

dalam Pelaksanaan
(4)

(1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama 
- 
Desa harus dimusyawarahkan

dengan *."yrr1"kan pihak yang terikat dalam kerjasama.

(2) Mekanisme perubahan atau. berakhirnya kerjasama Desa atas ketentuan

kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

, i ': , , '.:lBa$an Kggnam -,. ,,.' , ,,"

Pengembafi! '.*Cb 'tl- i nagi Hasil
'.-. 'i ,, Si,I ,, ;

(1) Untuk mengembangkan kegia lsalianya' 
BUM Desa dapat :

a.Menerimapinjamandan/atauuantuanyangsahdaripihaklain;dan
b. Mendirikan unit usaha'

(2) BUM Desa yarrg melakukan pinjaman harus mend'apatkan persetujuan

Pemerintah Desa.

(3) Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan'

Pasal 28

(1) Hasil Usaha BUM Desa setiap tahun dipergunakan untuk :

a. pengembangan usaha BUM Desa;

b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian

bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial' dan

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan d'alam Anggaran dan

PendaPatan Belanja Desa'



(2\ Ketentuan mengenai -besarlya 
bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam e.rggu"rin Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BUM Desa.

Pasal 29

Bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28'

dilakukan berdasarkan r."rrrirttgan- uerslt usaha atau sesuai dengan

peraturan bersama Kepala D.!3 atau perjanjian bersama dengan pihak ketiga

!.urgti*t.r, t "t;,""*L 
yangdimaksud pada pasal 25'

Bagian Ketujuh
Keuntungan dan KePailitan

Pasal 3O

(1) Keuntungan BUM Desa adalah keuntungan bersih usaha yang dihitung

berd.asarr.""r"p..anrugiiabadanneracatutupbukuakhirtahun.

(2)Keuntunganbersih.sebagaimg.ladimaksuddalamayat(1)adalah
merupakan laba usaha ""t"i.rr 

dikurangi dengan biaya operasional'

(3)Biayaoperasionalsebagaimanadimaksuddalamayat(2\,merupakan
biaya-biaya yang dikeluarkt., a.t.* rangka menjalankan aktivitas usaha

BUM Desa yang disUsun berdasarkan pere"t"u'"t keuangan antara lain :

a. Jasa Pengurus;
b. BiaYa administrasi;
c. BiaYa transPort;
d. BiaYa umum.

Kerugian Yang diaiami BUM

Operasional BUM Desa'

Pasal 31

Desa menjadi tanggungjawab Pelaksana

Pasal 32

(1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa'

{2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai

' ' dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan'

Bagian KodelaPan
LaPoran Pertanggungiawaban

Pasal 33

(1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan hasil pelaksanaan BUM

Desa f."p^a"'[Li""f"-d""" akhir semester pada tahun berjalan'

(2) Kepala Desa melaporkan pertanggungiawaban BUM Desa kepada BPD
' ' 

dal-am forum musyawarah desa'

(3) Mekanisme pertanggungiawaban BUM Desa diatur lebih lanjut dengan

Peraturan KePala Desa'

12



BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

(1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan

manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan

yang ada di Perdesaan'

(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi

sebagaimana dimaksud pad.a ^yri 
(1) dapat melalui .satuan Kerja

PerangkatDaerahyangmembidangiremberdayaanMasyarakat.

(3) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di

wilayah kerjanYa.

(1)

t2)

BPD dan latau Pengawas Internal yang dibentuk melalui musyawarah desa

melakukr.n p"rrga*.san atas pengeiolaan BUM Desa'

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan melakukan pengawasan atas

pengelolaan BUM Desa.

BAB VII

I(STENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

BUM Desa atau sebutan lain yarrg telah ada tetap dapat menjalankan

kegiatannya dan harus menyesu"it.tt"a"ttgan ketentuan Peraturan Daerah ini

paling lambat r i*"LJi"rtun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini'

i : i'i
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

pada saat peraturan Daerah_ ini mulai berlaku, peraturan Daerah Kabupaten

Barito selatan N;"; o ra!y.1 2OA7 tentang ptJo*"" Pembentukan Dan

pengelolar, e^il?'u*rr,* y1liF D;;, (r'embaran* o"tt"r' Kabupaten Barito

selatan rahun ;;;:, N;;;; s I al"u;t dln dinvatakan tidak berlaku'

Pasal 38

PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap rr;; ;"rr*.a*n.r*a, mernerintahkan pengundansan Peraturan

Daerah ini dengan penemp*t*^ii53 ili;;*u"il" b-"#"r, Ka;upaten Barito

Selatan.
DitetaPkan di Buntok'

2015

,TAN,

YT'SRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal

NOREG PERATURAN

KALIMANTAN TENGAH :

2At5

DAERAH
SELATAN,

LEMBARAN

DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN' PROVINSI

12a15
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM.

Da.arn rangka mengemb angkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan

kekayaan desa guna -"rrrri.",r."" r."".1u,ht".r-r-, masyarakat desa dan

untuk meningkatkan e"t aip.l." Asii bt"'- serta untuk memberikan

pelayanan t.if'"aup keUuttinln *flf ?\"t desa maka desa dapat

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi

desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut sesuai dengan amanat Pasal

Pasal 87 ayat (1) Unda"g-U"d""g' NoAor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa dan

pasal 43 ayat (1) peraturan Pemlrintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan

pelaksanaan Undang-Undad N;;r 6- Tahu n 2A14 tentang Desa yang pada

intinya disebutk"., F"*"rintih Desa dapat mendirikan Badan usaha Milik

Desa sesuai dengan Kebutuhan Potensi Desa dalam rangka meningkatkan

pendaPatan masyarakat dan Desa'

Dengan dibentuknya Badan usaha Milik Desa di masing-masing Desa

diharaPkan daPat:

a.memberdayakanmasyarakatperdesaandenganmeningkatkankapasitas
masyarakatdalam-*.,.'.,akandanmengelolapembangunan
Perekonomian desa;

b. mend.ukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan

perekonomianperd.esaandanperkotaandenganmembangunsaranadan
prasarana perekonomian perdesaan j..rg dibutuhkan untuk

*.rg..rr#."gil;;;Jrt tint.* Lsaha ekonomi mikro perdesaan'

saat ini Kabupaten Barito Selatan telah memiliki Peraturan Daerah

Kabupaten gaiito Selatan Nomor g Tahun 2AO7 tentang Pedoman

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa namun dengan

ditetapkannyaPeraturan-MenteriDalamNegeriNomor39Tahun2olo
tentang e.i* Usaha Milik Desa serta Undlng-undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa dan Peraturan Pemerintali Nomor 43 Tahun 2Ol4

tentang pelaf,sanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa'

perlu adanya penyesuaian din ditinja:u kembali beberapa ketentuan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2OO7 tentang

PedomanPembentukandanPengelolaanBadanUsahaMilikDesa.

PeraturanDaerahinipadaintinyamengaturmengenai:
1. pembentukan dan Pembubaran;
2. jenis usaha BUM Desa;
3. Permodalan BUM Desa;
a. Pengelolaan BUM Desa, meliPuti :

a. organisasi Pengelola;
b. kePengurusan;

15



c.
d.
e.
f.
cb'
h.
i.

Anggaran Dasar dam Anggaran Rumah Tarrgga;

hak dan kewajiban;
keriasama;
f"t g.*Uangan kegiatan usaha;

bagi hasil usaha;
keinurngan dan kePailitan;
laporan Pertanggungi awaban ;

5. pembinaan dan Pengawasan'

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini tentunya

member*.* rcpi;"rr-tlr.** ;a Ffurintah Desa dalam melaksanakan

pembentukan ild.r, usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan

potensidesasehinggadapatmeningkatkanPendapatanAsliDesa.

II.PASAL DEMI PASAL.

Pasai 1

CukuP jelas.

Pasal 2
Ayat(1)
Yangdimaksuddengan"kebutuhandanpotensiDesa"adalah:
a. kebutuhan masyarakat lerutama dalam pemenuhan kebutuhan

t. i."*:51. *r*u"rdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimai

terutama kekaYaan Desa;

c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha

sebagai "="i 
p"t'ggerak perekonomian masyarakat;

d. adanya ,rritlrriii ""tt't 
-*t"yt"k'1 

. 
yang merupakan kegiatan

ekonomi;;;; ;asyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang

terakomodasi'

Ayat(2)
BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum

seperti perseroan Terbatas,-cr, "i", koperasi. oleh karena itu, BUM

Desa *"r,rpri.r, suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam

pelaksan""ri r."gi"tannya di samping untuk membantu penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Desa. BUM Desa juga aapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa'

perdagangan, dan plngembangan ekonomi lainnya'

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada

keuntungankeuangan,tetapij,g.berorientasiuntukmendukung
peningkatan kesejr[t".r."r, *."y.Lkat.Desa. BUM Desa diharapkan

dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi

ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang

dengan baik, sangat aimungkinkan pada saatnyl euu Desa mengikuti

badan h"il; i""g telah" ditetapkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan'

Pasal 3
CukuP jelas
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Pasal 4
Ayat(1)
Huruf a

Yangdimaksuddengan.musyawarahwargadesa"adalahmerupakan
suatutahapanyangdilakukanolehpemerinta}rdesa,badan
permusyawaratandesa,tokohmasyarakatdanmasyarakatdesa
dalamforumrembugdesadalamrangkamenjaringaspirasi
masyarakatuntukmencapaikesepahamanbersamatentangrencana
pembentukan badan usaha milik desa'

Huruf b
CukuP jelas

Huruf c

CukuP jelas

Huruf d
CukuP jelas

Huruf e

CukuP jelas

Huruf f
CukuP jelas

Huruf g
CukuP jelas

Ayat (2 )

CukuP jelas

Ayat(3)
CukuP jelas

Ayat(a)
CukuP jelas

Ayat(5)
CukuP jelas

Pasal 5
Ayat(1)

CukuP jelas

Ayat(2)
Huruf a

CukuP jelas
Huruf b

CukuP jelas

Huruf c
CukuP jelas

,:.

I

:1
::'i

iil
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Huruf d
CukuP jelas

Huruf e

Yangdimaksuddengan,,perd,agangantlmurn,,misalnyaproduksibaru

Huruf f
CukuP jelas

Pasal 6
Ayat(1)

Huruf a
CukuP jeias

Huruf b
Yangdimaksuddengan..JaSaTransportasi,,misalnyaJasa
Angkutan darat'

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
CukuP jelas

Huruf e

Yangd.imaksud'dengan..JaSaEnergi,,misalnyaListrikDesa.

Ayat(2)
CukuP Jelas

Ayat(3)
CukuP Jelas

Ayat(a)
CukuP Jelas

Ayat(5)
CukuP Jelas

Ayat(6)
CukuP Jelas

Pasal 7
Ayat(1)

CukuP jelas

::.
:r i

menrPakan kekaYaan
pertanggungf awaban
dari neraca dan

Ayat(2)- 
Yang dimaksud dengan "kekayaan BUM Desa

a""J yang dipisahkan" adalah neraca dan

pengurusan BUM Desa diPisahkan

pertanggUngiawaban Pemerintah Desa'

'r'.'-,.'.'{ii''!
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Ayat(3)
CukuP jelas

Ayat(a)
CukuP jelas

Ayat(5)
CukuP Jelas

Pasal 8
CukuP Jelas.

Pasal 9
Ayat(1)

CukuP Jelas.

Ayat (2 J

CukuP Jelas.

Pasal 1O

CukuP Jelas'

Pasal 1 1

CukuP Jelas.

Pasal 12

CukuP Jelas.

Pasal 13

CukuP Jelas.

Pasal 14

Ayat(1)
CukuP Jelas.

Ayat(2)
CukuP Jelas.

Pasal L5

Ayat(1)-Yangdimaksudd.engan"mendapatkanpersetujuan

persetqjuan tertulis dari badan permusyawaratan

diadakan raPat khusus untuk itu'

Ayat(2)
CukuP Jelas.

Ayat(3)
CukuP Jelas.

BPD" adalah
desa setelah
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Pasal 16

Ayat(1)
CukuP Jelas'

Ayat(2)
CukuP Jelas'

Pasal 17

CukuP Je1as-

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat(1)
CukuP Jelas.

Ayat(2)
CukuP Jelas.

Pasal 2O

Ayat(1)
CukuP Jelas.

Ayat{21
CukuP Jelas'

Ayat(3)
CukuP Jelas.

Ayat(a)
CukuP Jelas'

Pasal 2 1

CukuP Jelas.

Pasal22
CukuP Jelas.

Pasal 23
Ayat(1)

CukuP Jelas.

Ayat(2)
CukuP Jelas.

Pasal24
Ayat(1)

CukuP Jelas.

t.i
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